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ABSTRAK

NURHIDAYATI, 03 193 004. Responsifitas dan Kreativitas Aparatur dalam
Pelayanan Publik di Kecamatan Padang Timur)

Penchtian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana profesionalisme aparatur
pemerinizhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan lugas
pokok dan fungsinya, inti dalam penelitian ini karena, birokrasi selama ini tidak
profesional  dalam  melakukan pelayanan, rendahnva motivasi uniik melakokan
perubahan dan inovasi, ketidakmampuan berkembang dan menpembanskan diri serta
Kinera birokrast dianggap berbelit-belit, Hal ind dikarenakan kedudukan Camat memiliki
peranan vang sangat penting dalam pemerintahan khususnya i Kecamatan yang
dipimpinnya.

Teori vang digunakan dalam penelitian ini adalah profesionalisme sparatur yang
dilakukan oleh kecamatan maupun kelurahan Padang Timur dan konsep vang digunakan
adalah responsifitas dan kreativitas,

Penelitian ini menggunakan metode Kualitaif deskriptif dengan mengambil lokasi
pada 1 Kecamatan Padang Timur dan 2 Keluraban Simpang Haru dan Kelurahan Jati
Baru, Informan penelitian dipilibh secara purposif berdasarkan kriterin yang telah
ditetapkan.

Hasil pencliian menmunjukkan bahwa aparatur Kecamatan Padang  Timuor,
Kelurahan Simpang Haru dan Kelurahan Jati Baro dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yang berdasarkan kepada Responsifitas dan Krealivitas, pelaksanaan juga
sangat  siuasional dan kendisional. Responsifitas ind direalisasikan dalam  bentuk
menggali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda pelavanan, prioritas pelayanan,
program pelayanan yang sesual dengan kebutuban dan aspirasi masyarakat, sedangkan
Kreativitas, pengembangan prinsip pelayanan, usulan-usulan baru yang lebih baik, serta
aplikasi vang lebib efisien dengan solusi-solusi tersebut,

Kendala yang dihadapi oleh Aparatur Kecamatan maupun Kelurshan diantaranva
keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur, bahwa dengan jumlah dan kapabilitas
aparatur yang ada pada saat inl kurang mampu menunjang penyelanggaraan pemerintah
dan beban tugas, dan segi penyvelenggaraan pemerintah dan pembangunan jupa terbentur
pada budaya organsasi yang paling menonjol disini adalah budaya kerja dari aparatur
vakni terjebak dari hal-hal yang sifatnya kebiasaan dan rutinitas, serta kurany tanggapnya
aparatur terhadap perubaban-perubahan yang terjadi di luar wbuh organisasi.
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BAB I

PENDAHULIIAN

A, Latar Belakang,

Birokrasi merupakan instrumen untuk bekedanya suam administrasi,
dimana birokrasi bekerja berdesarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan,
impersonalitas hubungen, pengaturan perilake, dan kemampuan teknis dalam
menjalankan  tugas  dan  fungsinve  sebagai penvelenpasra administrasi
pemerintaitan. Sebagaimana vang dipambarkan oleh Weber, bahwa Birokresi
adalah organisesi dimana kekuassan sepenuhnya berada ditangan para pejabal
resmi yang memenuhi persyaratan keahlian (technical skilfs)”,

Sebagai sustu organisasi modern, birokrasi pads dasamyva memiliki lima
elemen dasar sebagai berikut @ safu, pimpinan puncak vang bertanggung jawab
penub atas herjalannya roda organisasi; dwa, pimpinan pelaksana yang bertupas
menjernbatani pimpinan puncak desgan bawahan; tga, bawahan vang bertupas
melaksanaken pekerjaan pokok vang berkaitan dengan pelavanan dan produk
erganisasi; empad, 2tau kelompok ahli seperti analis, vang herlanggung jawab bagi
efektifnya bentuk-bentuk tertentu stomdardisasi dalam organisasic fima, atau stal
pendukung yang ada pada unit. membanie menyediakan lavanen tidak langsung
hagi arganizasi.

Bekerjanya birokrasi berdasarkan hirarki kewenangan memungkinkan

terjacdinya kentrol yang efektif dan kinerja vang positif,.  Apalapi jika

" Murtin Albrow, Sirakrasi Yooyakarna: PT. Thar Wacang, 2005, hal 44



kewenangan yang dimiliki olebh pimpinan puneak didesentralisasikan kepuda
pimpinan pelaksans. Struktur vang telah didesentralisasikan  terscbul
memungkinkan lerciptanva  birokrasi  protesional yang berdampak  kepada
peningkatakan kinerja organisasi dimana birokeasi dapat menjadi bértanggung-
cugal dengan adanya kewenangan yang didelegasikan tersebut.

Bangsa Indonesia  selaluy  dibadapkan  kepada masaloh  bagaimana
membangun pemerintshan yang bersih dan baik fgood governonce and clean
government), Birokrasi yang diharapkan mampu menjadi motivaror dan sekalipes
menjadi fatelisator dan bergubirnys pembangunan. tidak mampuy menjalankan
perannya sebagai birokrasi modern tidak banya mengedepankan kemampuan
menyelengparakan tugas dan fungsi organisasi saja tetapi juga mampo merespons
aspirasi publik kedalam kegiatan dan program organisasi dan mempu melahirkan
inovasi baru vang bertujuan untuk mempermudah Kinera organisasi dan sebagal
bagian dari wujud aparat vang profesional.

Funtutan  akan  profesionalitas birokral  sehagai  penyelenggara
pemerintahan  sangat  penting  dan  meropskan  prasyarat mutlak  bagi
terselenggaranya manajemen negara dan daersh vang efektif dan efisien’. Drengan
demikian, pemerintah deerah disamping memiliki kewenangan vanp luas dalam
mengatur pemeriniahannya, juga memiliki sejumlah kewajiban dan bertanggung
Jawah untuk memberikan pelayanan terhadap masvarakat.

Untuk menacapai tujuan ekonomi dacrah tersebut. pemerintah daerah

kemudian herupaya untuk sejumlzh wpaya perbaikan, antaca lain vaitu dengan

* Edvonus Herman Halim. mewnaighas Afomesinme Qranomd Ddeeali] Pekanivr:UNRT Press,
2002 ) hal. 135,



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A, KESIMPTLAN

Pari penclitian vang telah dilakukan maka dapat ditarik  beberapa

kesimpulan diantaranya;

a)

k)

1. Responsifitas:

Responsifitas masvarakat disini bukan menggali kebutuhan masyarakat yang
mana masyarakat dalam hal ini tidak begitu peduli dengan hal tersebu,
mercka hanys menerima aps yang menjadi proiritas daripada kegiatsn vang
bernsal dari Kelurahan maupun di Kecamatan itu sendird. Disamping it juga
berupe usulan daftar pelayanan yang datang dari masyarakal, mereka cukup
pesif dalam memberikan pendapal maupun masukar-masukan yang sifatnya
membangun bagl kemajuan tempat tinggal merska sendiri. Masvarakat hanyva
melakukan kepentingan dan mengurus kegistan yang hanva berhubungan
denpan RKebutuban mereka sendir, sgperti pengurusan KTP. surgt izin

menikah, surat Keteranpan fahir, KK dan lain schapainya,

Lavaknve sebogal pelovan masyorakal Kecamatan ataupnn  Kelurahan

bertanggung jawab mendengarkan aspirasi, wsulan-usulan tidak terkecuali

Juga Keluhan-keluhan yang herssal dari masyarakat, mereka langsung

mengadukan hal terebul kepada Camal maupun aparatur yvang lainnva.
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